
INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

1 TW 1: 100% TW 1: 1 dok

TW 2: -- TW 2:  --

TW 3: -- TW 3: --

TW 4: -- TW 4: --

TW 1: 1 dok

TW 2:  --

TW 3: --

TW 4: --

TW 1: 100% TW 1: 1 dok

TW 2: -- TW 2:  --

TW 3: -- TW 3: --

TW 4: -- TW 4: --

TW 1: --

TW 2:  --

TW 3: --

TW 4: 35 PD

TW 1: --

TW 2:  --

TW 3: --

TW 4: 3 Kab/Kota

Jumlah Perangkat 

Daerah yang di 

Monitoring dan 

Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerjanya

Jumlah Kab/Kota yang 

di Monitoring dan 

Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerjanya

Kegiatan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja

Monitoring dan 

Evaluasi 

Akuntabilitas 

Kinerja

Jumlah dokumen LKIP 

Pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku yang 

tersusun

Jumlah Dokumen 

Perjanjian Kinerja 

(PK) Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Maluku yang tersusun

KET KEGIATAN

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Provinsi

Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 

Perjanjian Kinerja 

(PK) Perangkat 

Daerah Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Maluku yang tersusun

Program Penataan 

Organisasi

No

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU 

TAHUN 2022

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi Perangkat 

Daerah Provinsi 

Maluku 

Persentase Perangkat Daerah 

yang Menyusun Dokumen 

Perjanjian Kinerja sesuai 

Ketentuan Peraturan 

Perundangan yang berlaku

Persentase Perangkat Daerah 

yang Menyusun Dokumen 

LKIP sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundangan yang 

berlaku



INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

KET KEGIATANNo

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

2 TW 1: TW 1: --

TW 2: TW 2: --

TW 3: TW 3: 1 dok

TW 4: 28% TW 4: --

TW 1: --

TW 2: --

TW 3: 35 PD

TW 4: --

TW 1: --

TW 2: --

TW 3: 35 PD

TW 4: --

TW 1: --

TW 2: 13 PD

TW 3: --

TW 4: --

TW 1: --

TW 2: 1 dok

TW 3: --

TW 4: --

TW 1: TW 1: --

TW 2: TW 2: --

TW 3: TW 3: 4 Kab/Kota

TW 4: 45% TW 4: --

TW 1: --

TW 2: 13 PD

TW 3: --

TW 4: --

Jumlah Dokumen 

Ranpergub Road Map 

Reformasi Birokrasi 

yang tersusun

Pembinaan dan 

Pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi

Kegiatan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja

Program Penataan 

Organisasi

Jumlah Ranpergub 

tentang Budaya Kerja 

yang tersusun

Evaluasi 

Pelaskanaan 

Budaya Kerja

Jumlah Kab/Kota yang 

dievaluasi 

Pelaksanaan Budaya 

Kerjanya

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

dievaluasi 

Pelaksanaan Budaya 

Kerjanya

Pembinaan dan 

Pelaksanaan 

Reformasi 

Birokrasi

Jumlah Kab/Kota yang 

dilakukan Penerapan 

RB

Persentase Perangkat Daerah 

Penyelenggara Layanan 

Publik dengan Indeks 

Kepuasan Masyarakat "Baik"

Terwujudnya 

Pelayanan Prima bagi 

Masyarakat oleh 

Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat 

Daerah yang dinilai 

Penerapan RB

Jumlah Perangkat 

Daerah yang 

dilakuakan Pembinaan 

Penerapan RB

Persentase Pemda 

Kabupaten/Kota se-Maluku 

dengan Indeks Kepuasan 

Masyarakat "Baik" 

Kegiatan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja

Evaluasi 

Pelaskanaan 

Budaya Kerja

Program Penataan 

Organisasi



INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

KET KEGIATANNo

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

TW 1: --

TW 2:

TW 3: 1 dok

TW 4: --

TW 1: TW 1: --

TW 2: TW 2:

TW 3: TW 3: 9 PD

TW 4: 28% TW 4: --

TW 1: --

TW 2:

TW 3: 1 kali

TW 4: --

TW 1: --

TW 2:

TW 3: 1 kali

TW 4: --

-  Standar Pelayanan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 28%

TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 28%

-  Maklumat Pelayanan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 28%

-  Kode Etik Pelayanan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 28%

Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Daerah

Jumlah Sosialisasi 

Peraturan Pergub 

tentang TPP Provinsi 

Maluku

Sosialiasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

Fasilitasi 

Peningkatan 

Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Hasil 

Fasilitasi Peningkatan 

Pelayanan Publik OPD 

Kab/Kota

Persentase Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Layanan 

Publik yang memiliki Inovasi 

Pelayanan Publik

Fasilitasi 

Peningkatan 

Pelayanan Publik

Jumlah Perangkat 

Daerah Penyelenggara 

Layanan Publik yang 

memiliki Inovasi 

Pelayanan Publik

Program Penataan 

Organisasi

Kegiatan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja

Jumlah Rapat 

Koordinasi Bidang 

Pengorganisasian 

yang Terlaksana

Program Penataan 

Organisasi

Pengelolaan 

Tatalaksana 

Pemerintahan

Kegiatan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja

-  Standar Operasional 

Prosedur

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Provinsi

Persentase Perangkat Daerah 

yang telah Memiliki Kebijakan 

Pelayanan sesuai Ketentuan  

Peraturan Perundangan yang 

berlaku; SP, SOP, Maklumat 

Pelayanan, Kode Etik 

Pelayanan, Peta Proses Bisnis



INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

KET KEGIATANNo

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

-  Peta Proses Bisnis TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 28%

TW 1: --

TW 2:

TW 3: 1 kali

TW 4: --

-  Standar Pelayanan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

-  Maklumat Pelayanan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

-  Kode Etik Pelayanan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

Program Penataan 

Organisasi

Kegiatan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas 

Kinerja

Pengelolaan 

Tatalaksana 

Pemerintahan

Jumlah Rapat 

Koordinasi Bidang 

Pengorganisasian 

yang Terlaksana

Persentase Pemda 

Kabupaten/Kota se-Maluku 

yang telah Memiliki Kebijakan 

Pelayanan sesuai Ketentuan 

Peraturan Perundangan yang 

berlaku; SP, SOP, Maklumat 

Pelayanan, Kode Etik 

Pelayanan, Peta Proses Bisnis

-  Standar Operasional 

Prosedur



INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

KET KEGIATANNo

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

-  Peta Proses Bisnis TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

3 TW 1: TW 1: 

TW 2: TW 2:  

TW 3: TW 3: 

TW 4: 100% TW 4: 3 PD

TW 1: TW 1: 

TW 2: TW 2:  

TW 3: TW 3: 

TW 4: 95% TW 4: 7 Kab/Kota

4 TW 1: 

TW 2:  

TW 3: 

TW 4: 3 dok

-  Anjab & ABK TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 100%

TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 18%

- Evaluasi Jabatan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 100%

Jumlah Dokumen 

Penetapan Hasil 

Analisis Jabatan 

Pemerintah Provinsi 

Maluku

-  Standar Kompetensi Jabatan

Penataan Analisis 

Jabatan

Fasilitasi 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Program Penataan 

Organisasi

Fasilitasi 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Persentase Jabatan ASN pada 

Lingkup Perangkat Daerah 

Pemda Provinsi Maluku yang 

dilakukan penataan:

Meningkatnya 

Penataan Pegawai 

sesuai Hasil Anjab, 

ABK, Standar 

Kompetensi dan 

Evaluasi Jabatan

Meningkatnya 

Penataan 

Kelembagaan 

Organisasi Perangkat 

Daerah yang tepat Persentase Pemda 

Kabupaten/Kota yang 

Kelembagaannya Tepat 

Fungsi dan Tepat Ukuran 

Fasilitasi Penataan 

Kelembagaan 

Kab/Kota

Jumlah Wilayah 

(Kab/Kota) yang di 

Evaluasi Kelembagaan 

Perangkat Daerahnya

Persentase Perangkat Daerah 

Provinsi yang 

Kelembagaannya Tepat 

Fungsi dan Tepat Ukuran 

Program Penataan 

Organisasi

Fasilitasi Penataan 

Kelembagaan 

Provinsi

Jumlah Perangkat 

Daerah yang difasilitas 

Penataaan 

Kelembagaan



INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

KET KEGIATANNo

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

TW 1: 

TW 2:  

TW 3: 

TW 4: 3 Kab/Kota

-  Anjab & ABK TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

- Evaluasi Jabatan TW 1: 

TW 2:

TW 3:

TW 4: 45%

5 TW 1: 25% TW 1: 2 unit

TW 2: 25% TW 2: --

TW 3:25% TW 3: --

TW 4: 25% TW 4: --

TW 1: 3 bn

TW 2: 3 bln

TW 3: 3 bln

TW 4: 3 bln

TW 1: 3 bn

TW 2: 3 bln

TW 3: 3 bln

TW 4: 3 bln

TW 1: 3 bn

TW 2: 3 bln

TW 3: 3 bln

TW 4: 3 bln

Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

difasilitasi Penataan 

Kelembagaan dan 

Anjab

Program Penataan 

Organisasi

Fasilitasi 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Penataan Analisis 

Jabatan

Persentase Pemda 

Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Maluku yang telah dilakukan 

penataan:

Persentase Kegiatan 

Administrasi Umum pada Biro 

Organisasi yang Tercapai 

100%

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Provinsi

Meningkatnya 

Administrasi Umum 

Perkantoran dalam 

mewujudkan 

Pemerintahan yang 

Efektif dan Efisien 

-  Standar Kompetensi Jabatan

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Jumlah Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

sesuai Kebutuhan

Jumlah Waktu 

Layanan Penyediaan 

Alat Tulis Kantor

Jumlah Waktu 

Layanan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Waktu 

Layanan Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman Kunjangan 

Tamu

Kegiatan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

Pengadaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor



INDIKATOR INDIKATOR

KINERJA SUB KEGIATAN
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13

KET KEGIATANNo

SASARAN

PROGRAM

SUB KEGIATAN 

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

TW 1: 3 kali

TW 2: 4 kali

TW 3: 4 kali

TW 4: 3 kali

TW 1: 3 bn

TW 2: 3 bln

TW 3: 3 bln

TW 4: 3 bln

TW 1: 4 org/bln

TW 2: 4 org/bln

TW 3: 4 org/bln

TW 4: 4 org/bln

TW 1: 1 unit/bln

TW 2: 1 unit/bln

TW 3: 1 unit/bln

TW 4: 1 unit/bln

TW 1: 3 bn

TW 2: 3 bln

TW 3: 3 bln

TW 4: 3 bln

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Dinas/Operasional 

yang Terpelihara 

dengan Baik

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Waktu 

Layanan Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah Waktu 

Layanan Jasa Surat 

Menyurat Perkantoran

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Tenaga Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Rapat dalam 

rangka Koordinasi dan 

Konsultasi ke 

Kementerian Terkait


